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Sumber: artai, No.66 Tahun ke-IX, Senin, 16
Desember 1957, h

Lampiran 2.
UU No. 4/PRP tahun 1960 tentang Perairan Indonesia
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Sumber: Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Lampiran 3.

Konvensi Hukum Laut Internasional III tentang Negara Kepulauan
(Pasal 46 dan 47)

BAB 1V
NEGARA KEPULAUAN

Pasal 46
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Penggunaan Istilah

Untuk maksud konveksi ini :
(a) “Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau
lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

(b) “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di
antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain
demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiahnya itu
merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang
secara historis dianggap sebagai demikian.

Pasal 47
Garis Pangkal Kepulauan

1. Suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang
menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar
kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian
termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara
daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding
satu dan sembilan berbanding satu.

2. Panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa
hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan
dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimal
125 mil laut.

3. Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari
konfigurasi umum kepulauan tersebut.

4. = Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ked an dari elevasi surut, kecuali
apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara
permanen berada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut
terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut
territorial dari pulau yang terdekat.

5. Sistem garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suatu Negara
kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut territorial
Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

6. Apabila suatu bagian perairan suatu Negara kepulauan, terletak di antara dua
bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada
dan kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara
tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam
perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.

7. Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan
ketentuan ayat. 1, daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang
terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian plateau
oceanic yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh
serangkaian pulau batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang
terletak di sekeliling pleteau tersebut.
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8. Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan
pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan
posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik
yang secara jelas memerinci datum geodetic.

9. Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar
koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta
atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sumber: Artha Tambunan, dkk (penerjemah), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut, (Jakarta: Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, 1983), him.
41-42.

Lampiran 4.
Perubahan Peta Wilayah Indonesia
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Sumber: Hasjim Djalal, dkk, Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah
Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah), (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata,
2007) dan Peta Indonesia: Wawasan Nusantara (Jakarta: Departemen Penerangan).
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